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Menimbang : a.

I\4errrrinsat l

b.

TAIIUN 20.24

BUPATI HALIII.A,HIRA BARA?,

trahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta
pengendalian pengelolaan isu strategis dan analisa poiitik dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
bahw'a mengingat kompleksnya berbagai permasalahare dalam
penyelenggaraar, pemerintahan yang dihadapi oieh Pemerintah
Kabupaten F{aLmahera Barat khususnya dibidang politik, maka sangat
dibutuhkan keLreradaan Staf Khusus Bupati Bidang Politik Dalan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat
tentang Staf Khusus Bupati Halmairera Barat Bidang Folitik Dalam
Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2O24;

lindans-i-rndans Nomor' 6O Tahnn 1958 ten!ans PeneiAnan Unriano-"b *-='-.""o 'b ' -' rj"'=" =b

undang Nornor 23 Darurat Tahun 1957 tentareg Pembentukan Daerah-
daerah Sr*,atantra Tingkat II Dalam Wilayah flaerah Swatantra Tingkat I
Maiuku menjadi Undang-undang;

'2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraall
Negara -yang i:ebas dari Koiusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Unriang-undar:g Nomor 6 Tahun 2000 terltang Perubahan alas
Undang-unciang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Flalmahera Utara, Kabuoaten Halmahera Selatan.
Ka'oupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur cian Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-undang Nomor 5 Tahun '2014 tentang Aparatur Sipii
i.{egara;

B. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah;
L Undang-undang Nomor 30 Tahun 2A14 tentang Arlministrasi

Pemerintahan;
l0.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
1l.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 12 Tahun 20i 1 tentang Pembentnkan
Peraturan Perundang- undangan;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tairun 2005 tentang Dana Perimbang;
l3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat
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l4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun '2A17 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

i5.Peraturan Pemerintah Nomor i2 Tahun 2Oi7 tentang
Pengarvasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Keuangan Daerah;

Pengeiolaan

1?.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 20i 1 t*ntang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentaag
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

lg.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A'24 ter:tang
Fedotrarr Teknis Perrgeloiaan Ke uarigarr Daerah;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Haknahera Barat Nomor 2 Tahun 2A'21

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Rarat.
Nomor 6 Tahun '2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Bal'at;

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor' 1 Tahun '2*24

tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2424;

22.Peraturan Bupati Haimahera Barat Nomor 20 Tahun '2021 tentang
PeruLrahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Ncmor 10

Tahun 20i6 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
23.Peraiuran Bupaii iialmahera Barai Nomor 1 i'ahun '2*2+ tciiiang

Penjabaran APBD Kabupaten Haimahera Barat Tahrin Arrggar"an 2A'24.

Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda
Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841121212A24 perihal
Permohonan Penerbitan Si{ KDF{"

MEMUTUSI{AN :

Mengangkat Saudara Santi Ugu sebagai Staf Khusus Bupati }{almahera
Barat Bidang llolititr Dalam Penyelenggaraall Pemerintahan Daerah.

Masa kontrak keq'a Staf Khusus Bupati Bidang Hukum Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 12 Bulan terhitung
mulai tanggal 1 Bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Bulan
Desember Tahun 2024.

Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, ser,vaktu-waktu
dapat ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, l-rertentangan dengar:
kebijakan pemerintah dan/atau bertentangan clengan hal-hal lain yang
bersifat teknis.

Staf Khqsus Bupati Birlang Politik Dalarn Pen3,elenggaraan
Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan kinefia dengan
besaran Rp. 4.5OO.OOO,- (Bmpat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Staf Khusus Bupati bidang Politik Dalam Penveienggaraan
Pemeri::lahat: Dae:'ah selain r*entperoleh Hak-hak scl-ragein:an*
dimaksud pada Diktum Keernpat dapat pula diberikan Lqmbahan
penghasilan iain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
penrndang-undangan -yang berlaku dengan memperhatikan
kemarnpuan keuangan Daerah.

Staf F-husus Bupati Bid*ng P*litik dslam pen..-elenggraarl I'emerintahar:
Daerah diberikair biaya pe{alanan dinas Dalam Daerah maupull Keluar
*aerah iDalam Negeri] disetarahkar: der:gan Perjalanan Dina*s Nan PNS.
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Staf Khusus Bupati Bidang Politik Dalam Penyelengaraan Pemerintahan
l-.1eerah memnlrnyai Irrsos s.ehaoei hgfikul :i::\ rr-Fq:r-t

a. Melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap
perkembangan situasi dan kondisi politik dan pemerintahan
daerah.

b. Mengumpulkan data, fakta dan informasi sebagai bahan analisa dan
kajian atas perkembangan situasi dan kondisi politik dan
pemerintahan riaerah.

c. Melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan
monitoring situasi dan kondisi politik dan pemerintahan daerah.

d. Melakukan konfirnasi, klarifikasi, konsultasi dan koordinasi dengan
Perangkat Daerah berdasarkan pengamatan dan monitoring situasi
dan kondisi politik dan pemerintahan daerah.

e. Menyampaikan telaahan staf yarrg berisi saralt, pendapat, masukan
dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai
bahan peruml-tsan kebijakan dan pemecahan masalah daiam
penyelenggaraan pemerintah daerah.

f. Tugas-tugas khusus iain yang diberikan oieh Bupati.

Staf Khusus Bupati Bidang Politjk Dalam Pen-velenggaraan
Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas berkoordinasi dengan
Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

Segala biaya yang akan timtrul sebagai akibat dikeluarkaflnYa
Keputusan ini dibe-nankan pada Anggaran Penriapatan rian Beianja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan cli :

pada tanggal :

.Iai1olo
LJ 1 2Q24

BUPATi BARAT,

Tentbu.san: Disampaikan kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmalera- Barat rli .-lailolo,
2. inspektur Inspektorat Kab. I{almahera Barat ii Jailoio,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ass. Bid. Administrasi Umum

Ka'oag Umum, Perencannan &

Kabag. Hukum & Orgs


